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PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai
gugat dan Hak Asuh anak antara antara:

Penggugat, NIK. 1102046902000001, perempuan, tempat/tgl. lahir, Medan, 29
Februari 2000, umur 23 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
terakhir Strata |, kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan
Kuasa Khusus kepada Andy Rinaldy, S.H., M.H,
Soni, S.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H, & lIzza
Faradhiba, S.H, Advokat/Penasehat Hukum,
berkantor di Kantor Hukum “Biro Bantuan Hukum
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal
"beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5
No.17 A Itll Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, laki-laki, tempat/tanggal lahir Medan, 19 Mei 2001, umur 22 tahun,
pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan
Indonesia, Agama lIslam, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di (Rumah Pak Amrizal) (Depan Tanah
Kosong), Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara, No Hp 081260098307, sebagai
Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi di

depan persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 15 Juni 2023,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara
Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 4 Juli 2023 Penggugat telah

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri
yang menikah secara Islam pada tanggal 18 Desember 2020, Sesuai
Duplikat Buku Nikah Nomor 175/05/X11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera
Utara, padatanggal 12 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat
di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah
tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah di karuniai 1 (Satu)
orang anak yang bernama :
- (OOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), laki-laki, lahir pada 13 Desember
2021;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-
istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak Akhir

2021 yang padapokoknyadisebabkansebagaiberikut:

- Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental dan mau menang
sendiri, hal ini terlihat dari sikapTergugat apabila terjadi pertengkaran
Tergugat sering berkata kasar dengan menghina dan merendahkan
martabat Penggugat sebagai seorang istri, bahkan Tergugat sering
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melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila terjadi pertengkaran
sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam

menjalani rumah tangga denganTergugat;

- Tergugat mempunyai sifat buruk yakni gemar mengkonsumsi
Narkoba dan gemar bermain judi yang mana hal tersebut membuat
Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga
bersama-sama dengan Tergugat;
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan
rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, serta
mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih
sayang kedua orangtuanya, namun sikap Tergugat tidak berubabh;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai
kehidupan rumah tangga PenggugatdanTergugat berakibat tidak terwujud
rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak
perselisihan dan pertengkaran antara PenggugatdanTergugat terjadi
padaDesember 2022 disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar
dengan menghina dan merendahkan martabat Penggugat tidak kunjung
berubah, Tergugat juga sering kali melakukan kekerasan dalam rumah
tangga dengan menampar dan memukul Penggugat, serta Tergugat tidak
bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, kemudian Tergugat sebagai
kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah
rumah tangga, akibat hal tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, akibat tidak tahan dengan sikap Tergugat,
kemudian Penggugat memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal
bersama lagisampaidengansaatini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara
maksimal untukmendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
antara PenggugatdanTergugat serta berharap agar PenggugatdanTergugat
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kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut
tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah
perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan
Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di
atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama
Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan
antara Penggugat denganTergugat dinyatakan putus dengan alasan antara
Penggugat denganTergugat terus menerus terjadi percekcokan /
perselisihan/pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam
berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun
kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang
diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
10.Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat
juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak
pemeliharaan/hadhonah atas 1 (Satu) orang anak Penggugat dan Tergugat
yang masihdibawahumurbernama:

= DOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), laki-laki, lahir pada 13 Desember 2021,
11.Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah
umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikoligis anak yang masih di
bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon
agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah
atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
12.Bahwa walaupun pada saat ini anak Penggugatdan Tergugat berada

bersama Penggugat, Penggugat tetap meminta ditetapkan sebagai
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pemegang hak pemeliharaan/hadhonah guna pengurusan administrasi
untuk kepentingan anak Penggugatdan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Medan Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan
dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada
hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil
keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan GugatanPenggugat;

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat

(OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan
seorang anak Penggugatdan Tergugat yang bernama
- (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), laki-lakilLahir pada 13 Desember

2021;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil
Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya
serta Tergugat hadir di persidangan secara in person, oleh karenanya Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui
proses mediasi dengan mediator Bahrinal Silaen, S.H, yang disepakati
Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor
xxxx/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis
pada tanggal 18 Juli 2023 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat

gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
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Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berdamai

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan
Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya
tetap dipertahankan Penggugat, Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat
agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan
Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, dengan perubahan
Penggugat mencabut dalil posita Penggugat pada poin 10 (sepuluh), poin 11

(sebelas) dan poin 12 (dua belas), serta pada petitum poin 3 (tiga);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan

Desemner 2020;

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

terakhir bersama di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin
hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah
memiliki 1  (Satu) orang anak laki-laki yang  bernama

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), lahir 13 Desember 2021 ;

4, Bahwa benar sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara

terus menerus yang ada sejak tahun 2021;

5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat

tetap bertanggung jawab dan menafkahi Penggugat dan keluarga ;

6. Bahwa tidak benar Tergugat sebagai kepala keluarga kurang
perduli dan tidak memperhatikan Penggugat, Tergugat selalu peduli dan
selalu memberikan uang belanja rumah tangga jika Tergugat mempunyai
pekerjaan.

7. Bahwa tidak benar Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba
hanya saja memang pernah Tergugat mengkonsumsinya tetapi sudah
lama sekarang tidak pernah lagi.
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8. Bahwa benar telah pernah diupayakan perdamaian antara pihak

keluarga namun tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat namun jika itu
kemauan Penggugat akan Tergugat terima dan tentang hak asuh anak
Tergugat setuju hak pengasuhannya kepada Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan

Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah
menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap
dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 175/05/X11/2020 tanggal
12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan bea
meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya

Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasikan bukti tertulis Penggugat
kepada Tergugat, Trergugat membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat

juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

L. (XXXXXXXXXOKOKOXOKXXKX), umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan ibu rumah tanggaWiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu
kandung Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,

menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di

rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 hal tersebut mulai
berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan

perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat pemakai narkoba,
Tergugat sering berkata kasar, bahkan Tergugat sering melakukan
kekerasan apabila terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa
tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga

dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan

mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan bulan Desember

2022, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja dan tidak
adanya lagi perubahan sikap dan perilaku Tergugat sehingga sejak saat

itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang

menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat serta

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

2. (XOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
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- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik

kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sabh,

menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di

rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2021 hal tersebut mulai
berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan

perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat pemakai narkoba,
Tergugat sering berkata kasar, bahkan Tergugat sering melakukan

kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan

mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan bulan Desember

2022, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja dan tidak
adanya lagi perubahan sikap dan perilaku Tergugat sehingga sejak saat
itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumabh;

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang

menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat serta

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada
Tergugat untuk mengajukan alat buktinya, tetapi Tergugat tidak ada
mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, karena Tergugat tidak

hadir di persidangan;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan

yang menyatakan yang pada pokonya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan, karena Tergugat
tidak hadir di persidamgan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang
dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal
penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian
kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai
ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/1X/2016
tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa
Penggugat secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak
mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama
Medan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan
Kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat
dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan
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sepakat memilih mediator Bahrinal Silaen, S.H, berdasarkan Pasal 4 ayat (2)
huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18
Juli 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan
perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1)
huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar
berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan
tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat
adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan
rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap ggatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan
membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 5, 7, dan poin 8,

serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin, 4, 6;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap
dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dilain pihak Tergugat juga terhadap replik
Penggugat tersebut, telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap
keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi
akta nikah probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat
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dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah

tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah
dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di
persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa
antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah
bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan

materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi
syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat
dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis
Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena
itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan
Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan
rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti
yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan
alat bukti dua orang saksi majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama yang menerangkan sejak
akhir tahun 2021, Tergugat pemakai narkoba, Tergugat sering berkata kasar,
bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan apabila terjadi pertengkaran,
sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam
menjalani rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat

telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, serta pihak keluarga Penggugat
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dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,

namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang menerangkan
sejak akhir tahun 2021, Tergugat pemakai narkoba, Tergugat sering berkata
kasar, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022,
serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas

pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi pertama
dan saksi kedua yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing
saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah
memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis
Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi
yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas
berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu
dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan
Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan
pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat
bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka
Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah
mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu
membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat
antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi

antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai,

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan

Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban
bantahan Tergugat, Terugat tidak ada mengajukan alat bukti tertulis, maupun
saksi-saksi, Tergugat tidak dapat membuktikan dali-dalil bantahan Tergugat
terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap dalil-dalil
bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak terbukti, dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat

harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan
yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sampai akhirnya berpisah

rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali,
sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera
sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan
perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
megisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat
dan dalil bantahan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di
atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan

menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai

satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dalam rumah
tangga akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi hidup
rukun dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh mediasi oleh Bahrinal
Silaen, S.H, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan

Tergugat;

- Bahwa para saksi telah menyatakan ketidak sanggupan mereka untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis hakim telah
menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada
harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975, setelah mendengar keterangan Saksi keluarga Penggugat dan
Tergugat sudah terlihat nyata yang menjadi sebab perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI
237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 sepasang suami istri yang keduanya
sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu
tertentu dan sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, telah cukup
dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga
yang dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk
mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga
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Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah
pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu
juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun
oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan
mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah figh yang

berbunyi:
Q’E — o - T __ ° __
Lgas| OS5k 550 agalall e g3 obsiuas pojlas 15

Artinya, Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling

besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

(Asbahwa an-nazair, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan
kemudaratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan
mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Memperhatikan dalil Syar’i dalam Kitab Fighu-Asunnah Juz I, halaman
290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini

sebagai berikut:

zoll calyiclsl a2 o )l dipn uiald)l s3) lgen wii 1516
lbial a8 miazdl plgs aza Gllay boaslaul HlSs
ail aslla lgilla logiv Ty los a8l ey

Artinya: “Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim
berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau
pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar
keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak
mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah
tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutus dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut, Majelis Hakim
mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus

perkara ini, jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3
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Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan
adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi
sebayatanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa

untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup
sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal
49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara
ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal
89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21
Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sardauli Siregar, M.A, sebagai
Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin, dan Dra. Nuraini, M.A, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri
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oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Gusnetti, S.H,
sebagai sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin. Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
1. Biaya Pemberkasan/ATK  Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan Penggugat Rp 0,00
3. Biaya Panggilan Tergugat Rp 900.000,00

4. Biaya PNBP Penggugat Rp 10.000,00

5. Biaya PNBP Tergugat Rp 10.000,00

6. Redaksi Rp 10.000,00

7. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp1.020.000,00
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(satu juta dua puluh ribu rupiah)
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